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PUTUSAN
Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Prw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu,
Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini

menggunakan alamat domisili elektronik dengan email ecourt
XXXXXXXXXXXX@gmail.com., selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor
152/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 25 November 2010 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten
Tanggamus, Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 182/15/X1/2010, tertanggal 25 November 2010;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka
sama suka, dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Pringsewu, kabupaten Pringsewu,
Provinsi Lampung selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah di
kediaman bersama di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu,
Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya
suami isteri (Ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama
Anak 1, lahir di Pringsewu pada tanggal 29 Agustus 2013, saat ini anak
tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai, namun sejak bulan April tahun 2011 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat
dengan alasan Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki
penghasilan sendiri;
b. Tergugat sering bersikap tempramental dan marah tanpa alasan
yang jelas sehingga hal-hal sepele sering memicu pertengkaran dalam
rumah tangga;
C. Tergugat sering melakukan kekerasan seperti menjambak dan
mencekik Penggugat;
d. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri dan kurang
perduli terhadap anak;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2022 yang
disebabkan karena Tergugat tidak ada perubahan sama sekali sehingga
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi kerumah
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milik paman Tergugat di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu,
Provinsi Lampung, dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman
bersama di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi
Lampung, Provinsi Lampung

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada
hubungan baik lahir maupun batin sejak tanggal 15 bulan Juli tahun 2022
hingga saat ini, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sejak
tanggal tanggal 15 bulan Juli tahun 2022 hingga saat ini atau kurang lebih
selama 1 tahun 7 bulan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi atau
dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi
mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga
Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung,
sudah mendapatkan izin dari Bupati Pringsewu dengan Nomor Register :
14/870/B.04/2024, tertanggal 29 Januari 2024;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya
perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,
meskipun berdasarkan Relaas Panggilan surat tercatat ternyata Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan

merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut

tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sudah
mendapatkan izin dari Bupati Pringsewu dengan Nomor Register:
14/870/B.04/2024, tertanggal 29 Januari 2024 sebagai syarat administrasi

pengajuan dalam perkara a quo;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun
perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan

jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:
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Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/15/X1/2010 tanggal 25
November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Cukuh Balak, Kabupaten
Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P;

2, Bukti Saksi:
1. Saksi 1, Identitas lengkap dan sesuai sebagaimana tercantum

dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri pada saat menikah berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di kediaman bersama di Kecamatan Pringsewu,
Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai dengan mereka
berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan April tahun 2011;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat karena kurang dalam memberikan nafkah
kepada Penggugat dengan alasan Penggugat seorang Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki penghasilan sendiri, Tergugat sering
bersikap tempramental dan marah tanpa alasan yang jelas sehingga
hal-hal sepele sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga
contohnya masalah anak, Tergugat pernah KDRT melakukan
kekerasan seperti menjambak dan mencekik Penggugat bahkan
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saksi melihat langsung ketika sedang silaturahim kerumahnya,
Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri dan kurang
perduli terhadap anak contohnya terkadang membiarkan anak
tersebut menangis dan hanya tidur;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat dan diceritakan lebih dari 3 (tiga) kali oleh Penggugat pada
saat selesai pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Juli tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap berada dirumah kediaman
bersama dan Tergugat pergi ketempat toko Tergugat dialamat
tersebut diatas;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah
tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan
perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Tidak sangggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi 2, Identitas lengkap dan sesuai sebagaimana tercantum
dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri pada saat menikah berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di kediaman bersama di Kecamatan Pringsewu,
Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai dengan mereka
berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak laki-laki;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan April tahun 2011;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah
kepada Penggugat dengan alasan Penggugat seorang Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki penghasilan sendiri, Tergugat sering
bersikap tempramental dan marah tanpa alasan yang jelas sehingga
hal-hal sepele sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga,
Tergugat pernah KDRT melakukan kekerasan seperti menjambak dan
mencekik Penggugat bahkan ada bekas lebam, Tergugat kurang
menghargai Penggugat sebagai istri bahkan menyuruh untuk berhenti
sebagai PNS dan kurang perduli terhadap anak seperti tidak boleh
disekolahkan karena berkebutuhan khusus;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat dan diceritakan lebih dari 3 (tiga) kali oleh Penggugat pada
saat selesai pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Juli tahun 2022 yang lalu;

- Bahwa saat ini Penggugat tetap berada dirumah kediaman
bersama dan Tergugat pergi ketoko tempat Tergugat usaha dialamat
tersebut diatas;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkomunikasi lagi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah
tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan
perdamaian oleh pihak keluarga bahkan oleh saksi, namun tidak
berhasil;
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- Tidak sangggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang
akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar

Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan
Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (legal standing) dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil di
Kabupaten Pringsewu, dalam perkara a quo sebagaimana wajib memperoleh
ijin secara tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Sebagaimana Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas
peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena persyaratan administrasi
dan telah terbitnya ijin tersebut dalam perkara a quo Majelis Hakim dapat
melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama
Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka
sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.
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Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu

memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya
hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak
harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup
lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat
dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-

pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan
pemanggilan surat tercatat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan
Secara Elektronik, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, nhamun ternyata Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan

Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari
Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan
Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah
terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg,
yaitu alat bukti surat (kode bukti: P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di
persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P yang dibuat dan dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut adalah akta
autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan
demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah

ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpah (Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdata), serta telah
diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171
ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat

diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara
perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim
memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga
atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang
diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang
anak laki-laki;

2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan

lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
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secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah
sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Tergugat karena
kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan
Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan
sendiri, Tergugat sering bersikap tempramental dan marah tanpa alasan
yang jelas sehingga hal-hal sepele sering memicu pertengkaran dalam
rumah tangga contohnya masalah anak, Tergugat pernah KDRT
melakukan kekerasan seperti menjambak dan mencekik Penggugat
bahkan saksi melihat langsung ketika sedang silaturahim kerumahnya,
Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri dan kurang perduli
terhadap anak contohnya terkadang membiarkan anak tersebut
menangis dan hanya tidur;

4, Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak bulan
juli tahun 2022 yang lalu sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling
bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini
(Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari
pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal
308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Penggugat yang telah
dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas,
Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan

tidak harmonis lagi;
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2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara
Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan
kembali;

3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal
di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 1
(satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

4, Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat
untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, wa rahmah;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak
bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti
sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir
batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah
Ushul Figh yang berbunyi:

tdlaodl cd> e padso awlaodl ¢
yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang
mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu
mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya
Figh Assunnah, Juz Il, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat

Majelis Hakim yang berbunyi:
oS5 zoill lyicl gl azg i)l din oladl sa) blges e 13
Gy slayl
lagiv Yl oo wolall jzmes llio G b usl plgy axo
aisl aall Lgalls

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim
dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang
pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua
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belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula
sejalan dengan kaidah hukum vyurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau
Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua
belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan
apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh
karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat

sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar
Agama Mahkamah Agung huruf C Nomor 1 tentang Hukum Perkawinan
sebagaimana penyempurnaan angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1
Tahun 2022 vyaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri
berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal
selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan
kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"
dalam perkara a quo terbukti dalam kategori kekerasan fisik yang telah
dilakukan oleh Tergugat dan telah pisah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah
tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg,

maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (¢) Kompilasi
Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10
Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Nurman Ferdiana, S.H., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Devina Mahmudah, S.H., M.H. dan Nasoikhatul Mufidah, S.H.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor
152/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 06 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah., oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tugi
Suswanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Devina Mahmudah, S.H., M.H. Nurman Ferdiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Tugi Suswanti, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
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